














 

c. penyiapan dan pelaksanaan urusan rumah tangga; 

d. penyiapan dan pelaksanaan urusan tata persuratan 

dan kearsipan; 

e. penyiapan dan pelaksanaan urusan kehumasan; 

f. pengelolaan dan inventarisasi barang milik negara 

yang ada; 

g. penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja; 

h. penyiapan  bahan  penyampaian  Laporan  Harta  

Kekayaan Penyelenggara Negara   (LHKPN)   dan   

Laporan   Harta   Kekayaan   Aparatur   Sipil   

Negara (LHKASN); dan 

i. pengkoordinasian   penyiapan   bahan   Reformasi   

Birokrasi   dan   Sistem Pengendalian Internal 

Pemerintah (SPIP). 

  
Bagian Keempat 

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial 

Pasal 6 

(1) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dipimpin 

oleh Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial 

yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab 

kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas. 

(2) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai 

tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, 

mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan 

perlindungan dan jaminan sosial. 

(3) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dalam 

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada  

ayat (2), menyelenggarakan fungsi : 

a. perumusan bahan perencanaan pada Bidang 

Perlindungan dan Jaminan Sosial; 

b. perumusan kebijakan teknis di bidang perlindungan 

dan jaminan sosial; 

c. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, 

serta pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial 

korban bencana alam; 

d. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, 

serta pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial 

korban bencana sosial; 

e. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, 

serta pemantauan dan evaluasi jaminan sosial 

keluarga; 

f. pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria 

bidang perlindungan dan jaminan sosial; 

g. pengelolaan dan penyaluran bantuan stimulan, 
serta penataan lingkungan sosial; 

h. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan 

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial; dan 







 

(2) Bidang Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas 

merumuskan, mengoordinasikan, memantau, 

mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan 

program kegiatan penanganan fakir miskin. 

(3) Bidang Penanganan Fakir Miskin dalam melaksanakan 

tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

menyelenggarakan fungsi : 

a. perumusan bahan perencanaan pada Bidang 

Penanganan Fakir Miskin; 

b. perumusan kebijakan teknis di bidang penanganan 

fakir miskin; 

c. pengoordinasian penyusunan kebijakan teknis 

pendataan fakir miskin/ Data Terpadu 

Kesejahteraan Sosial (DTKS); 

d. pelaksanaan identifikasi dan penguatan kapasitas 

fakir miskin; 

e. pendampingan dan pemberdayaan fakir miskin; 

f. pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria 

di bidang penanganan fakir miskin; 

g. pelaksanaan bimbingan teknis kepada kelompok 

sasaran di bidang penanganan fakir miskin, 

pemberdayaan dan bantuan sosial; 

h. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan 

kegiatan Bidang Penanganan Fakir Miskin; dan 

i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala 

Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya. 

  
Bagian Kedelapan 

Unit Pelaksana Teknis Daerah 

Pasal 10 

Pembentukan, tugas, fungsi dan tata kerja Unit Pelaksana 

Teknis Daerah pada Dinas Sosial ditetapkan dan diatur 

lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai dengan 

kebutuhan dan berpedoman pada peraturan perundang-

undangan. 

  
Bagian Kesembilan 

Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana 

Pasal 11 

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas dan 

fungsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), terdiri atas sejumlah tenaga dalam 

jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam 
berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. 

(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2), ditentukan berdasarkan kebutuhan 
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